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ABSTRAK

Judul Disertasi: Kekuatan Hukum Keberlakuan Putusan Peradilan Adat Dalam
Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Pelaba Pura Masyarakat

Adat Bali.
Nama . | Wayan Eka Artajaya
NIM : 208191004

Kata Kunci  : Peradilan adat, Penyelesaian Sengketa, Tanah Ulayat Pelaba Pura
Isi Abstrak
Kekuatan hukum keberlakuan putusan peradilan adat dalam penyelesaian sengketa

tanah hak ulayat pelaba pura masyarakat adat bali. Secara ontologi keberadaan
hak ulayat tanah pelaba pura masyarakat adat khususnya masyarakat adat bali
memiliki eksistensi yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat, serta peradilan
adat sebagai lembaga yang dipergunakan untuk penyelesaian sengketa adat
istiadat yang sampai saat ini masih tetap dihormati dan dilaksanakan oleh
masyarakat adat. Secara epistimologi penyelesaian sengketa melalui sistem
peradilan adat diatur dalam Pasal 18 b Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Pokok-Pokok Agraria Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat. Dengan
ketentuan tersebut secara normative keberadaan dan pengakuan tanah pelaba pura
dan peradilan adat diatur dan diakui sebagai lembaga untuk menyelesaikan sebuah
sengketa adat. Aksiologi dari penyelesaian sengeketa tanah pelaba pura melalui
sistem peradilan adat bali yaitu tercapainya keharmonisan dan keseimbangan
berdasarkan folosofi tri hita karana. Pada ilmpelentasinya putusan peradilan adat
terhadap sengketa adat khususnya sengketa tanah pelaba pura yang sudah bersifat
final pada masyarakat hukum adat di putuskan kembali melalui sistem litigasi.
Dengan ketentuan ini penulis mengambil rumusan masalah bagaimana pola
penyelesaian sengketa tanah ulayat pelaba pura melalui sistem peradilan adat di
bali, Bagaimana keberlakuan kekuatan hukum putusan peradilan adat bali dalam
penyelesaian sengketa tanah ulayat pelaba pura dan, bagaimana rekonstruksi
norma keberlakuan putusan peradilan adat dalam perspektif kepastian hukum
masyarakat adat bali. penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunkana metode
penelitian hukum empiris, yaitu dengan melihat kesenjangan norma yang terjadi
dalam masyarakat hukum adat bali. Hasil pembahasan pada rumusan masalah |
terkait dengan Bagaimana pola penyelesaian sengketa tanah ulayat pelaba pura
melalui sistem peradilan adat di bali yaitu sesuai dengan ketentuan Perda Provinsi
Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat dalam kewenangan peradilan adat,
\)



sengketa tanah pelaba pura diselesaikan dengan menggunakan sistem peruman,
paruman desa adat di pimpin oleh bendesa adat selalu pimpiman sidang, kerta desa
sebagai peradilan adat, dan pecalang sebagai polisi adat. Apabila sengketa tidak
dapat diselesaikan dengan sistem paruman desa adat, maka sengketa bisa di
selesaikan melalui Majelis Desa Adat Kecamatan, dan apabila sengketa tidak
dapat diselesaikan, sengketa dapat di selesaikan melalui Majelis Desa Adat
Kabupaten, serta sengketa yang sudah di putuskan di tahap kabupaten masih belum
dapat untuk menyelesaikan sengketa maka sengketa akan diselesaikan pada tingkat
akhir yaitu pada Majelis Desa Adat tingkat Provinsi yang mana putusannya
bersifat final dan mengikat. Rumusan masalah ke 11 Bagaimana keberlakuan
kekuatan hukum putusan peradilan adat bali dalam penyelesaian sengketa tanah
ulayat pelaba pura, keberlakukan kekuatan hukum terhadap putusan peradilan
adat dapat diajukan kembali melalui sistem peradilan litigasi, hal ini yang
menyebabkan kekuatan putusan peradilan adat perlu diberikan kekuatan dan
kepastian hukum untuk memberikan sebuah manfaat yang tentunya berbeda dari
putusan litigasi dengan putusan peradilan adat. Rumusan masalah ke IlI
bagaimana rekonstruksi norma keberlakuan putusan peradilan adat dalam
perspektif kepastian hukum masyarakat adat bali. Rekonstruksi norma pada
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu penambahan huruf E
dalam pasal 103 terkait dengan penyelesaian sengketa yang sudah diatur pada
huruf D yang menyatakan bahwa sengketa adat khusus tanah Ulayat yang sudah
di putuskan melalui sistem peradilan adat serta putusan bersifat final dan
mengikat, rekonstruksi Norma dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4
Tahun 2019 tentang Desa Adat terkait dengan penambahan pasal dalam putusan
yang sudah final pada Majelis Desa Adat Provinsi khusus sengketa tanah pelaba
pura tidak diijinkan untuk mengajukan sengketa yang sama ke sistem pengadilan
litigasi, dan rekonstruksi Norma pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman. Penambahan ayat 3 pada pasal 10 terkait dengan
pengadilan dan hakim menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu
perkara yang diajukan dengan dalih sengketa tanah ulayat yang sudah memiliki
putusan final dalam sistem peradilan adat. Kepastian hukum dalam sebuah putusan
yang dihasilkan dari putusan sistem sistel litigasi tentu memiliki pehaman yang
berbeda, kepastian dalam litigasi tentu yang dilihat adalah nilai secara faktual ,
kebenaran, dan kesalahan. Kepastian hukum pada peradilan adat dalam
penyelesaian sengketa ialah mengembalikan hal yang negatif menjadi fositif,
mengharmonisasikan dan menjaga keseimbangan alam yang berlandaskan filosofi
tri hita karana dalam masyarakat adat bali. Perlu adanya sebuah kepastian hukum
terhadap putusan yang sudah final dan mengikat dalam sistem peradilan adat bali
khusus sengketa tanah pelaba pura untuk tidak kembali diselesaikan melalui sistem

Vi



litigasi, hal ini akan memberikan kepastian, manfaat dan keadilan terhadap
dampak dari putusan litigasi.

ABSTRACT

Dissertation Title : Legal Strength of Enforcement of Internal Customary Court
Decisions

Settlement of Pelaba Community Land Rights Disputes
Balinese customs.
Name - | Wayan Eka Artajaya
NIM : 208191004
Keywords : Customary Justice, Dispute Resolution, Pelaba Pura Ulayat
Land
Abstract Contents

The legal force of the enforcement of customary court decisions in resolving
disputes over the customary land rights of Balinese traditional community temples.
Ontologically, the existence of customary rights to Pelaba Temple land of
indigenous peoples, especially Balinese indigenous peoples, has a very strong
existence in community life, as well as customary justice as an institution used to
resolve customary disputes which to this day is still respected and implemented by
indigenous peoples. Epistemologically, dispute resolution through the customary
justice system is regulated in Article 18 b of the 1945 Constitution of the Republic
of Indonesia, Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations Law
Number 6 of 2014 concerning Villages and Regional Regulations of the Province
of Bali Number 4 of 2019 concerning Traditional Villages. With these provisions,
normatively the existence and recognition of temple land and customary courts are
regulated and recognized as institutions for resolving customary disputes. The
axiology of resolving Pelaba Pura land disputes through the Balinese customary
justice system is achieving harmony and balance based on the Tri Hita Karana
philosophy. In the implementation of customary court decisions on customary
disputes, especially temple land disputes which are final in customary law
communities, are decided again through the litigation system. With these
provisions, the author formulates the problem of how to resolve Pelaba Pura
customary land disputes through the customary justice system in Bali, How the
legal force of Balinese customary court decisions applies in resolving Pelaba Pura
customary land disputes and how to reconstruct norms for the enforceability of
customary court decisions in the perspective of legal certainty. Balinese traditional
people. The research carried out by the author used empirical legal research
methods, namely by looking at the gaps in norms that occur in the Balinese
traditional law community. The results of the discussion in problem formulation |
are related to the pattern of resolving Pelaba Pura customary land disputes through
the customary justice system in Bali, namely in accordance with the provisions of
Bali Province Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning Traditional
Villages within the authority of customary courts, Pelaba Pura land disputes are
resolved using the housing system. , the traditional village head is led by the
VI



traditional village head who always heads the court, the village head is the
traditional court, and the pecalang is the traditional police. If the dispute cannot
be resolved using the traditional village lung system, then the dispute can be
resolved through the District Traditional Village Council, and if the dispute cannot
be resolved, the dispute can be resolved through the Regency Traditional Village
Council, and disputes that have been decided at the district stage have not yet been
resolved. able to resolve the dispute, the dispute will be resolved at the final level,
namely at the Provincial level Traditional Village Council where the decision is
final and binding. Problem formulation 11: How does the legal force of Balinese
customary court decisions apply in resolving Pelaba Pura customary land
disputes? provides a benefit which is certainly different from litigation decisions to
customary court decisions. The third problem formulation is how to reconstruct the
norms for the validity of customary court decisions from the perspective of legal
certainty of the Balinese traditional community. Reconstruction of norms in Law
Number 6 of 2014 concerning Villages, namely the addition of letter E in article
103 relating to dispute resolution which has been regulated in letter D which states
that customary disputes specifically for Ulayat land have been decided through the
customary justice system and decisions are final and binding, reconstruction of
Norms in Bali Provincial Regulation Number 4 of 2019 concerning Traditional
Villages related to the addition of an article in the final decision at the Provincial
Traditional Village Council specifically for temple land disputes, not being
permitted to submit the same dispute to the litigation court system, and
reconstruction Norms in Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. The
addition of paragraph 3 to article 10 relates to courts and judges refusing to
examine, try and decide on a case filed under the pretext of a customary land
dispute which already has a final decision in the customary justice system. Legal
certainty in a decision resulting from a litigation system decision certainly has a
different understanding, certainty in litigation is of course what is seen is this.
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